
KOHERENSI 
KEBIJAKAN DENGAN SEKTOR KESEHATAN 

DIREKTUR JENDERAL  KESEHATAN MASYARAKAT 
KEMENTERIAN KESEHATAN 



DAMPAK MERKURI

DAMPAK bagi 
kesehatan 
manusia

Mencemari sumber air 
minum dan BAHAN 
MAKANAN seperti ikan dan
beras

Bertahan LAMA di lingkungan,
dan tersebar LUAS mencemari
wilayah lain yang jauh



Dampak Pajanan Merkuri Terhadap Kesehatan Manusia

Menghirup udara yang 
terkontaminasi

Mengonsumsikan pangan 
yang terkontaminasi

Absorpsi/penyerapan 
melalui kulit

KRONIS

AKUT

Kerusakan sistem saraf pusat 

Kerusakan ginjal

Kerusakan paru-paru

Kerusakan hati

Kerusakan Gastrointestinal

Pajanan pada janin bayi dapat mengakibatkan: 

• cacat mental  

• buta

• cerebral palsy

• gangguan pertumbuhan

• kerusakan otak

Meningkatkan angka kematian



PERAN SEKTOR KESEHATAN (PASAL 16 – KONVENSI MINAMATA TENTANG

MERKURI)
a. Mempromosikan pengembangan dan implementasi strategi dan program untuk:

1) mengidentifikasi dan melindungi penduduk yang berisiko, dan rentan

2) mengadopsi pedoman kesehatan berbasis sains

3) menetapkan target pengurangan paparan merkuri

4) pendidikan masyarakat, dengan partisipasi sektor kesehatan

b. Mempromosikan pengembangan dan implementasi program pencegahan dan pendidikan

berbasis sains terhadap paparan kerja merkuri dan senyawa merkuri.

c. Mempromosikan layanan perawatan kesehatan yang sesuai untuk pencegahan, perawatan dan

perawatan untuk populasi yang terkena dampak merkuri atau senyawa merkuri.

d. Membangun dan memperkuat kapasitas institusi dan tenaga kesehatan untuk pencegahan,

diagnosis, tatalaksana dan pemantauan risiko kesehatan terkait pajanan merkuri dan senyawa

merkuri.

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG PENGESAHAN KONVENSI MINAMATA MENGENAI MERKURI
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• jumlah dan/atau jenis alat kesehatan
yang tidak menggunakan Merkuri; 

PERPRES No. 21 TAHUN 2019
RENCANA AKSI NASIONAL PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN 
MERKURI

• Sektor Manufaktur : 50 %  (Tahun
2030)

• Sektor Energi: 33,2 % (Tahun
2030)

• penurunan jumlah penggunaan
Merkuri; 

• ketaatan usaha dan/atau kegiatan
dalam memenuhi ketentuan baku
mutu lingkungan hidup untuk emisi
dan lepasan Merkuri.

• Sektor PESK: 100 % (Tahun 2025)

• Sektor Kesehatan: 100 % 
(Tahun 2020)

Target Pengurangan Capaian

Target Penghapusan Capaian



Tugas
KEMENTERIAN 

KESEHATAN

Pengurangan Penghapusan

Penambangan
Emas Skala Kecil 

(PESK)

Sektor
Kesehatan

Bidang
Prioritas

X

Perpres No. 21 Tahun 2019



BIDANG PRIORITAS SEKTOR KESEHATAN

FASILITAS 
PELAYANAN  
KESEHATAN

PENAMBANG EMAS 
SKALA KECIL (PESK)



Pengaturan kembali tata kelola pertambangan rakyat dan pertambangan
emas skala kecil yang berada di luar maupun didalam kawasan hutan

Pelarangan penggunaan merkuri pada pertambangan rakyat, skala
menengah dan besar

Pengawasan secara ketat dan berkala penggunaan merkuri
pada pertambangan rakyat, skala menangah dan besar

Pengawasan terhadap sumber distribusi merkuri (termasuk
import merkuri yang dilakukan secara ilegal)

Pemberian pemahaman kepada masyarakat
terkait bahaya yang dapat ditimbulkan merkuri

Kemenkes memberikan pertolongan medis bagi
warga yang telah terpapar merkuri

Solusi pengalihan mata pencaharian bagi para penambang, bukan
hanya sebatas penutupan atau penertiban tambang ilegal

1

2

3

4

5

6

7

ARAHAN 

PRESIDEN RI

Terkait

PENGGUNAAN 

MERKURI PADA 

PERTAMBANGAN 

EMAS SKALA 

KECIL (PESK)

dalam RATAS 

KABINET 9 

MARET 2017

Tugas

KEMENTERIAN 

KESEHATAN
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PERATURAN MENTERI KESEHATAN  NO. 57 TAHUN 2016  TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL 

PENGENDALIAN DAMPAK KESEHATAN AKIBAT PAJANAN MERKURI TAHUN 2016-2020

TUJUAN
Mengendalikan risiko dan dampak merkuri terhadap kesehatan dalam rangka mendukung penghapusan 

merkuri di Indonesia

KONDISI SAAT INI
1. Adanya risiko pemaparan merkuri pada masyarakat

karena masih maraknya penggunaan merkuri di

dunia usaha tanpa pengelolaan yang baik.

2. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat

tentang risiko dan dampak merkuri terhadap

kesehatan.

3. Teridentifikasinya terduga (suspect) gangguan

kesehatan masyarakat akibat merkuri di beberapa

lokasi oleh masyarakat khususnya pada perempuan

dan anak.

4. Masih terbatasnya kemampuan Fasilitas pelayanan

kesehatan dalam deteksi dini, diagnosa, serta

tatalaksana gangguan kesehatan akibat merkuri.

5. Fasilitas pelayanan kesehatan masih menggunakan

alat kesehatan mengandung merkuri.

6. Belum adanya data epidemiologi gangguan

kesehatan akibat paparan merkuri.

KONDISI YANG DIHARAPKAN
1. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran

masyarakat berisiko tentang pengendalian dan

dampak merkuri terhadap kesehatan.

2. Terwujudnya upaya perlindungan dan penanganan

medis pada kasus dan populasi berisiko terdampak

merkuri terutama perempuan dan anak-anak.

3. Terwujudnya surveilans kesehatan lingkungan di

wilayah berisiko terpapar merkuri.

4. Fasilitas pelayanan kesehatan memiliki kemampuan

dalam deteksi dini, diagnosis dan tatalaksana

gangguan kesehatan akibat merkuri.

5. Terwujudnya fasilitas pelayanan kesehatan bebas

merkuri.

6. Tersedianya data epidemiologi gangguan kesehatan

akibat pajanan merkuri.

STRATEGI

1. Penguatan kerangka 

kebijakan

2. Standardisasi, basis 

data, dan surveilans

3. Pengendalian dampak

kesehatan

4. Penguatan 

kelembagaan dan 

tenaga  kesehatan

5. Penelitian dan 

pengembangan

6. Sosialisasi dan edukasi

7. Monitoring dan evaluasi



FASYANKES
▪ Rumah sakit (2820)

▪ Puskesmas (9825)

▪ Klinik (7641)

▪ Laboratorium Kesehatan

▪ Apotek (26.418)

▪ Unit Transfusi Darah

▪ Optikal

▪ Fasilitas Pelayanan

Kedokteran untuk

kepentingan hukum

▪ Fasyankes tradisional

▪ Tempat Praktek Mandiri

TARGET  100 % PADA 

TAHUN 2020

ISU ALKES BERMERKURI

Mekanisme
transportasi dan
Tempat Penyimpanan
Sementara (TPS) di 
masing-masing
kabupaten/kota belum
ada

Penghapusan alkes
bermerkuri tahun 2018 : 

26,6 % 

Waktu terbatas
( 1.5 tahun) untuk
pencapaian target 
Perpres

Diperkirakan capaian 
penghapusan alkes bermerkuri :

MASALAH

MASALAH



Jangka Menengah

(Sept 2019 – 2020)

PENGHAPUSAN DAN PENARIKAN 
ALAT KESEHATAN BERMERKURI DI FASYANKES 

100 % 

Fasyankes

Melakukan

penghapusan

alkes

bermerkuri

1. Advokasi dan sosialisasi

2. Pelatihan/Orientasi

Petugas Fasyankes

3. Pelaksanaan

Penghapusan alkes

Bermerkuri di 

Fasyankes

4. Integrasi e-monev

Limbah dan merkuri

• Pelaksanaan Penarikan alat
Kesehatan Bermerkuri dari
tempat penyimpanan sementara
di Fasyankes

• Adanya mekanisme penarikan, 
dan tempat penyimpanan akhir
limbah merkuri

Jangka panjang (2020 – 2022)

MILESTONE

1. SE Dirjen Yankes dan SE Dirjen

Farmalkes

2. Produk promosi (media KIE)

3. Terbitnya Pedoman teknis

Penghapusan alkes bermerkuri

4. Terbitnya Permenkes tentang

Mekanisme Penghapusan dan

Penarikan Alkes bermerkuri

Jangka Pendek (Agustus’2019)



UPAYA YANG DILAKUKAN 
DALAM PENGENDALIAN DAMPAK KESEHATAN PAJANAN 

MERKURI PADA PENAMBANG EMAS SKALA KECIL 
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Upaya Kementerian Kesehatan

Terbitnya Permenkes No. 57 tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional

Pengendalian Dampak Kesehatan Akibat Pajanan Merkuri



Telah teridentifikasi 478 Puskesmas di 235 Kabupaten dan 32 Provinsi Per Juni

2017 (Sumber: Kementerian ESDM dan Dinas Kesehatan)

14

LOKASI PENAMBANG EMAS SKALA KECIL 



Halmahera:

- Air laut 0,0004-0,0007 ppm

- Sedimen 0,838-1,321 ppm

- Kerang 0,058-0,093 ppm

Lombok Barat:

- Air 0,00026-0,003627 ppm

- Sedimen 0,567-1,797 ppm

- Ikan 0,366-2,781 ppm

Lebak:

- Air 0,04695 ppm

- Tanah 0,165 mg/kg

- Ikan 0,5175 mg/kg

- Sayur 0,173mg/kg

Palangkaraya:

- Air sungai <0,001 ppm

- Pangan 12,80+/-7,17 ug/kg

- Darah 3,69 +/- 2,58 ug/l

Minahasa Selatan:

- Ikan rata-rata 0,23 ppm

- Darah rerata 5,1-14,49 

ug/dL

Wonogiri:

- Darah: 4,4-9,37 pph (97,56% di 

atas batas pajanan (5,8 ppb)

- Ada hubungan dg kadar SGPT

- Ada hubungan dg leukosit

- Ada hubungan dg lama kerja

Kulon Progo::

- Darah terpajan rata2 63,65 g/L 

- Darah non terpajan rata2 

25,56 g/L

Buru:

- Air sumur < 0,0005 ppm

- Kerang 0,7504 mg/kg

Pengumpulan dan Review Hasil Penelitian/Kajian Terkait Merkuri di Perguruan Tinggi

Minahasa:

- Darah rata2 715 ug/dL

Kab Landak:

• Air: 1,39-2,64 ppb

• Udang: 0,11-0,23 mg/kg

• Sedimen: 1,07-2,15 ppm

Media Lingkungan dan Kesehatan

15

Pemberian Pemahaman Kepada Masyarakat



ORIENTASI TERPADU KESEHATAN LINGKUNGAN (Petugas Puskesmas)
SOSIALISASI DAMPAK MERKURI DI 20 PROVINSI APRIL – MEI 2017

ACEH 

3 Keg, 14 Kab SUMUT

4 Keg, 16 kab

BENGKULU

4 Keg, 4 Kab

JAMBI

1 Keg, 2 Kab

SUMSEL 

1 Keg, 5 Kab

KEPRI

1 Keg, 5 Kab

KALBAR 

1 Keg, 1 Kab
KALTIM

1 Keg, 5 Kab

KALSEL

2 Keg, 3 Kab

JABAR

1 Keg, 1 Kab
JATENG 

1 Keg, 4 Kab
JATIM

1 Keg, 5  Kab
SULSEL

1 Keg, 2 Kab

GORONTALO

1 Keg, 2 Kab

SULTRA 

1 Keg, 3 Kab

SULUT

1 Keg, 1 Kab

NTT

1 Keg, 1 Kab

NTB

1 Keg, 1 Kab

SUMBAR

1 Keg, 19 Kab

SULBAR

1 Keg, 6 Kab
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Prov Malut

5 Mei 2017

Kab Seram dan Buru  

19 – 20 April 2017

Kab Minut (10-12 Mei)

Kab Bolmong (29 Mei-1 Juni)

Kab Katingan

(15-18 Mei)

Kab Kotim (3-5 Mei)

Kab Gunung Mas

(7-10 Mei)

Kab Bualemo

(17-20 Mei)

Prov Papua Barat

(23-26 April)

Kab Lombok Barat (9-11 Mei)

Kab Sumbawa Barat (Mei 2017)

Kab Dharmasraya (8-11 Mei)

Kab Pasaman Barat, Mei 2017

Kab Lebak

(23 – 25 Mei)

Kab Pesawaran (16-19 

Mei)

Kab Way Kanan,Mei2017

Kab Pacitan (29 Mei-1 Juni)

Kab Banyuwangi (7-10 Mei)

Kab Konawe (29 Mei-1 Juni)

Kab Bombana

Sosialisasi dampak merkuri pada masyarakat dan petugas yang telah
dilaksanakan di 18 Provinsi dan  28 Kab/kota terkait GERMAS

April – Mei 2017

17

Kab Mandailing Natal,Mei 2017

Kab Ketapang
Kab Landak (Mei 2017) 

Kab Merangin (Mei 2017)

Kab Bulungan

Kab Sukabumi (Mei 2017)



3. Melakukan Kajian Epidemiologi Merkuri di 2 Provinsi, yakni Provinsi Banten dan

Provinsi Nusa Tenggara Barat bekerjasama dengan WHO dan Universitas Indonesia

18

Hasil Penelitian Merkuri di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten

Kesimpulan:

1. Kadar merkuri di rambut berkisar 0,98 –

66,25 ug/g

2. 77,9% berada diatas normal, dengan

Nilai Indeks Pajanan Biologi yang

dipersyarakatkan ≤ 3 μg/g (ACGIH, 2005)

3. Responden mempunyai 2,82 kali lebih

besar risiko gangguan system syaraf

pusat

Upaya Kementerian Kesehatan Lainnya



Upaya Kementerian Kesehatan

Tersusunnya Pedoman Pengendalian Dampak Kesehatan

Pedoman Pengendalian Dampak Kesehatan

Lingkungan Akibat Penggunaan Merkuri

Pada PESK dengan Metode Partisipatori
(Tahun 2018)

Pedoman Pengendalian Dampak

Kesehatan Akibat Paparan Merkuri (Tahun
2017)



Pembuatan media promosi kesehatan tentang bahaya merkuri

20

Pemberian Pemahaman Kepada Masyarakat



UPAYA YANG DILAKUKAN 
DALAM PENGHAPUSAN ALAT KESEHATAN 

BERMERKURI 
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Surat Edaran Dirjen Farmalkes 

Nomor HK.02.02/V/0720/2018

Tentang Penetapan Masa 

Berlaku Izin Edar dan Peredaran

Alat Kesehatan yang 

Mengandung Merkuri



Surat Edaran Dirjen Yankes 

Nomor HK.02.02/V/0361/2019 

tentang Kewajiban Memiliki TPS-

LB3 dan Kewajiban tidak

melakukan pembelian dan 

penghentian penggunaan alkes

bermerkuri di Fasilitas

Pelayanan Kesehatan



Surat Edaran Dirjen Yankes 

Nomor HK.02.02/I/2899/2019 

tentang Penghapusan dan 

Penarikan Alat Kesehatan

Bermerkuri



MEDIA KIE PENGHAPUSAN ALKES BERMERKURI



Pedoman

Mekanisme Penghapusan dan Penarikan Alkes Bermerkuri

di Fasyankes

PEDOMAN 
MEKANISME PENGHAPUSAN DAN 

PENARIKAN ALAT KESEHATAN BERMERKURI 
DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Kementerian Kesehatan RI
2019



Surat Edaran kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota

Surat Edaran Nomor Sekjen 

Kemenkes 

HK.02.02/B.III/2535/2017 

Tentang Pengendalian Dampak

Kesehatan Akibat Penggunaan

Merkuri

Upaya Kementerian Kesehatan



28

Upaya Kementerian Kesehatan

Pembentukan Kelompok Kerja Pengendalian

Dampak Kesehatan Akibat Pajanan Merkuri

Keputusan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor

HK.01.07/MENKES/259/2018 tentang

KELOMPOK KERJA BIDANG 

KESEHATAN DALAM PENGENDALIAN 

DAMPAK KESEHATAN AKIBAT 

PAJANAN  MERKURI



Mengidentifikasi adanya kelompok Penambang Emas Rakyat (PESK) di wilayah kerja 

Puskesmas

UPAYA PETUGAS KESEHATAN (Puskesmas)

Pelaporan kepada Dinas Kesehatan

Mewaspadai adanya gangguan kesehatan  pada masyarakat akibat merkuri dgn 

skrining kesmas secara proaktif dan deteksi gangguan kesehatan pada pasien yang 

datang ke puskesmas

1

2

3

Jika dicurigai  ada temuan kasus, segera melakukan pertolongan medis, dan 

menjauhkan paparan lebih lanjut
4

Sosialisasi dan promosi kesehatan pada masyarakat tentang bahaya merkuri

Pemberdayaan masyarakat khususnya pada kelompok pekerja untuk berperilaku

Hidup Sehat, POS UKK
5

66



PERAN DINAS KESEHATAN

Melakukan pemetaan
kelompok penambang emas 
rakyat dan masyarakat yang 
terpapar merkuri
berdasarkan data
wilayah kerja puskesmas

Melakukan
sosialisasi/orientasi/pelatihan
kepada petugas di tingkat
kabupaten dan kecamatan
tentang dampak kesehatan
akibat merkuri dan 
penanganannya

Melakukan pemantauan
dan evaluasi kepada
puskesmas tentang
upaya pengendalian
dampak kesehatan
akibat merkuri

Melakukan pemantauan 
kesehatan lingkungan dari 
pencemaran merkuri pada 
sumber air minum dan 
rantai makanan (ikan, 
beras)

Memberikan 
rekomendasi pada Lintas
Program dan Lintas
Sektor terkait dan
pemangku kepentingan
untuk penghentian 
penggunaan merkuri

Pencatatan dan
pelaporan adanya 
kecurigaan kasus

1 2

3 4

5 6



1. Dinas Kesehatan Provinsi dan kabupaten/kota segera mensosialisasikan Perpres 21 
tahun 2019 tentang Pengurangan dan penghapusan Merkuri kepada semua fasilitas
pelayanan kesehatan yang ada di daerahnya

2. Mendorong Fasilitas pelayanan kesehatan untuk segera melaksanakan penghapusan
alat kesehatan bermerkuri di semua fasilitas pelayanan kesehatan

3. Melaksanakan pembinaan dan pemberian pemahaman kepada masyarakt terkait
dampak merkuri dan upaya pengendaliannya

4. Berkoordinasi dengan Dinas LHK dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan
penghapusan merkuri di fasilitas pelayanan kesehatan terkait mekanisme
penyimpanan, transportasi dan penyimpanan akhir alkes bermerkuri

5. Melibatkan pemangku kepentingan dalam pembinaan pengendalian dampak kesehatan
akibat pajanan merkuriAda kebijakan lintas sektor berkaitan dengan upaya penggunaan
bahan lain selain merkuri

6. Dukungan dalam sumberdaya untuk pemberian pemahaman dan pembinaan kepada
masyarakat di lokus penambang emas skala kecil yang ada di daerahnya

HARAPAN 



Ditjen Farmasi dan Alat Kesehatan
• Kebijakan Stop Izin Edar (Surat Edaran)
• Monitoring Peredaran

Ditjen Pelayanan Kesehatan
• Penyediaan data dasar
• Kebijakan Substitusi (Surat Edaran)
• Monitoring substitusi
Ditjen Kesehatan Masyarakat
• Kebijakan Penyimpanan Limbah
• Koordinasi program 
• Pedoman penghapusan alkes bermerkuri
• Sosialisasi dan advokasi
• Kompilasi data
Badan Litbang Kesehatan
• Kajian risiko dan dampak

Badan Pengembangan SDM Kesehatan
• Peningkatan kapasitas SDM

Stop 
Pembelian

Alkes

Substitusi
Alkes

Penyimpanan
Alkes

Pengumpulan
di Storage 

Depo

Penyimpanan
Limbah Alkes

Pengumpulan
Limbah B3

F
A
S
Y
A
N
K
E
S

UPAYA UNIT UTAMA KEMENKES DALAM 
PENGHAPUSAN MERKURI DI FASYANKES

Peran Kementerian LHK
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